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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan atas PPh Pasal 26, serta 

kelengkapan formulir DGT Hotel A, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tim audit menemukan terdapat sepuluh transaksi PPh Pasal 26 masa Januari 

sampai Desember 2022. Terdapat satu temuan di masa Januari 2022 pada PPh 

Pasal 26 yang belum dibayar dan dilapor di Masa Januari 2022 dan sudah 

dibayar serta dilapor di masa Februari 2022. 

2. Terdapat kesalahan pengisian formulir DGT yaitu Form DGT milik vendor 

KDD. Kesalahan yang ditemukan ialah vendor tidak mengisi part VI dan VII 

pada form DGT.  

Berdasarkan hasil temuan tim audit, dapat disimpulkan bahwa Hotel A 

masih belum memahami pengisian formulir DGT yang lengkap dan benar, serta 

masih ada PPh Pasal 26 yang masih belum dibayar ataupun dilapor. Namun, pihak 

auditor telah memberitahu kesalahan pengisian formulir DGT kepada Hotel A dan 

hotel A bersedia meminta formulir DGT yang benar dan lengkap kepada pihak luar 

negeri. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran penulis untuk Hotel A ialah 

mempelajari ketentuan pengisian formulir DGT sesuai ketentuan PER-25/PJ/2018 

dan melakukan pemeriksaan ulang pada formulir DGT yang telah diterima dari 

WPLN. Hotel A juga sebaiknya melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 

26 secara tepat waktu. Kedua hal ini disarankan penulis agar Hotel A dapat 

meminimalkan denda dan mengoptimalkan fasilitas yang didapatkan dengan baik. 
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